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DAFTAR ISTILAH
B
BBKSDA : Balai Besar Konservasi Sumber Daya 
Alam
BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BBTN : Balai Besar Taman Nasional
BTN : Balai Taman Nasional

C
CA : Cagar Alam
CSR : Corporate Social Responsibility

E
E-PASS : Enhancing Protected Area System in Su-
lawesi

H
HC : Health Certificate
HLN : Hibah Luar Negeri
HLLN : Hibah Langsung Luar Negeri
HCVF : High Conservation Value Forest

I
IKK : Indikator Kinerja Kegiatan
IKP : Indikator Kinerja Program
IKU : Indikator Kinerja Utama
IMF : International Monetary Fund
IPA : Izin Pemanfaatan Air
IPJLPB : Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas 
Bumi 
IUCN : International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources
IUPA : Izin Usaha Pemanfaatan Air
IUPSWA : Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata 
Alam
IUPJWA : Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata 
Alam

K
KEE : Kawasan Ekosistem Esensial
Kehati : Keanekaragaman Hayati
KK : Kawasan Konservasi
KKP ; Kementerian Kelautan dan Perikanan
KPHK : Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi

KSDAE : Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistem
KPHL : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

L
LHK : Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LIPI  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKj : Laporan Kinerja
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

M
MAP : Mata Anggaran Pendapatan
METT : Management Effectiveness Tracking Tool
MW : Megawatt

N
NGO : Non-Governmental Organization

P
PAD : Pendapatan Asli Daerah
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
PEH : Pengendali Ekosistem Hutan
PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
PIKA : Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
PKS : Perjanjian Kerjasama
PKTL : Planologi Kehutanan dan Tata 
Lingkungan
PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS : Pegawai Negeri Sipil
PPKLH : Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan Hidup
PPOB : Payment Point Online Bank

R
RAPPAM : Rapid Assessment and Prioritisation of 
Protected Area Methodology
RM : Rupiah Murni
RMP : Rupiah Murni Pendamping
RPE : Rencana Pemulihan Ekosistem
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S
SBSN : Surat Berharga Syariah Negara
SDG : Sustainable Development Goals 
SDM : Sumber Daya Manusia
SK : Surat Keputusan
SM : Suaka Margasatwa
SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum
SPTNW : Seksi Pengelolaan Taman Nasional 
Wilayah

T
T : Triliun
TB : Taman Buru
TN : Taman Nasional
TNBBS : Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
TNL : Taman Nasional Laut
TNMB : Taman Nasional Meru Betiri
TO : Trekking Organizer
TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar
TWA : Taman Wisata Alam
TWAL : Taman Wisata Alam Laut

U
UPT : Unit Pelaksana Teknis

W
Wisman : Wisatawan Mancanegara
Wisnus : Wisatawan Nusantara
WKP : Wilayah Kerja Pertambangan
WRU : Wildlife Rescue Unit
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PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL KSDAE

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 disusun 
sebagai implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan 
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah. Laporan ini pada dasarnya menggambarkan 
capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE dalam pelaksanaan 
program konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di 
tahun 2018 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 
dalam Perjanjian Kinerja yang disusun pada akhir tahun 2017.

Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia menuntut sebuah 
tempat untuk melindungi dan melestarikan keragaman tersebut, 
diantaranya dalam bentuk kawasan konservasi. Sampai saat ini 
jumlah kawasan konservasi seluruh wilayah Indonesia mencapai 
552 unit dengan luas mencapai lebih dari 27,14 juta ha. Menjaga 
keberadaan potensi keanekaragaman hayati dan kelestarian 
ekosistemnya merupakan salah satu mandat dari pengelolaan 
kawasan konservasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan 
terhadap kondisi pengelolaannya, untuk memastikan kawasan 
telah dikelola sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan dapat 
diketahui kelemahan-kelemahan yang ada. Untuk menilai 
efektifitas pengelolaan kawasan konservasi tersebut, pada 
tahun 2018 telah dilakukan evaluasi dan 75 unit diantaranya 
mendapatkan nilai indeks METT 70% atau lebih yang berarti 
pengelolaannya masuk dalam kategori baik.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat Jenderal 
KSDAE juga mendapatkan mandat untuk membentuk dan 
mengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 
baik di kawasan taman nasional maupun kawasan non taman 
nasional. Sampai dengan tahun 2018 jumlah KPHK non taman 
nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 103 unit. 
Melalui pembentukan KPHK ini, diharapkan akan semakin 
mendorong pengelola kawasan untuk mencapai tujuan 
pengelolaan sesuai mandat kawasannya. Pengelolaan kawasan 
konservasi juga perlu didukung dengan upaya konservasi 
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pada kawasan kawasan di sekitarnya (daerah penyangga). Beberapa kawasan diluar kawasan 
konservasi yang memiliki nilai ekosistem penting  atau disebut Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) 
perlu ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Pada tahun 2018 terbentuk 6 unit KEE yang 
terdiri dari 3 Taman Kehati hasil kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah, 1 
koridor satwa, serta 2 kawasan karst.

Selain pengelolaan kawasan, mandat penting yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
KSDAE adalah dalam pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya dalam peningkatan 
populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened 
Species). Pada tahun 2018 rata-rata peningkatan 
populasi sebesar 0,82% dari target yang 
ditetapkan sebesar 2% telah tercapai. Dalam 
rangka pengelolaan keaneakaragaman hayati 
perlu didukung basis data yang memadai, 
baik keanekaragaman genetik, jenis, habitat, 
populasi, dan distribusinya. Sampai dengan 
tahun 2018 jumlah data dan informasi sebaran 
keanekaragaman spesies dan genetik tersedia 
untuk 7 wilayah biogeografi. Khusus di tahun 
2018 telah dilakukan pengumpulan data dan 
identifikasi potensi bioprospecting (tanaman obat) 
di Ekoregion Maluku yang diwakili oleh Balai 
Taman Nasional Manusela.

Direktorat Jenderal KSDAE juga memberikan 
kontribusi penting terhadap perekonomian 
nasional, melalui peningkatan penerimaan devisa 
dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
bidang KSDAE. Pada tahun 2018 nilai ekspor 
pemanfaatan TSL mencapai Rp.13,16 Trilyun atau 
meningkat 59,33% dibanding nilai tahun 2017.  
Peningkatan ini selain karena ekspor jenis baru 
(pasak bumi, mahoni dan ikan Clarion Angel), juga 
terjadi karena adanya peningkatan nilai ekspor 
dari beberapa jenis TSL lainnya yang sebelumnya 
memang menjadi komoditas perdagangan seperti 
sonokeling, berbagai jenis ikan dan mollusca. 
Sektor lainnya yang berkontribusi sebagai 
penyumbang devisa dan PNBP adalah pariwisata 
alam. Jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan 
konservasi tahun 2018 mencapai lebih dari 
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7,4 juta orang, atau meningkat 20,04% dibanding tahun 2017. Peningkatan kunjungan wisata 
menunjukkan berbagai upaya pengembangan wisata alam yang dilakukan selama ini, termasuk 
peningkatan kualitas sarana prasarana wisata mendapatkan respon positif dari para wisatawan 
baik lokal maupun internasional.

Berbagai capaian yang dikemukakan di atas, sesungguhnya hanya sebagai gambaran singkat 
atas pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal KSDAE. Masih banyak hal yang harus dilakukan demi 
mewujudkan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang berkelanjutan.  
Namun demikian, secara umum, pembangunan bidang KSDAE pada tahun 2018 telah 
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memberikan dampak bagi kemajuan negara dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2018, akan 
menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2019. Ucapan terima kasih kami 
sampaikan kepada seluruh jajaran lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan semua pihak yang 
berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Wajah Tinabo dari Udara
Pulau Tinabo, TN Taka Bonerate
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